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KIEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLIST PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
3a2.1/ |7 /POL.PPLPK-PS 12023
TENTANG
R1 SIPIL YANG BERTUGAS PADA

N UMUM, KETENTRAMAN DAN

ENEGAKAN PERATURAN DAERAH
POLISI PAMONG PRAJA

HUN 2023

NOMOIR ¢

PENEMPATAN PEGAWAI NEGE
SEKRETARIAT, BIDANG KETERTIBA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG P
SERTA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka meningkatlkan kelancaran pelalksanaan
pada Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum,
perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan
Pemacdam Kebakaran pada

dam Kebakaran Kabupaten
untuk

Menimbang . a.
tupgas-tugas

Ketentraman dan
peraturan Daerah serta Bidang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pema
Pesisir Selatan, periu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil
membantu tugas-tugas dimaksud;

b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, periu ditelapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Republik Indonesia Tahun 2007

Bencana (Lembaran Negara
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20(
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. Undang-Undang Nomor 23 T

)9 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2009 Nomorl 12,
\sia Nomor 5038);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
ahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
944, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587). sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

23  Tahun 2014 tentang

Atas Undang-Undang Nomor . !
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Daerah (Lembaran Negara Republik
10, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor
Kegiatan Instansi Vertikal di
Indonesia Tahun 1988 Nomor
Republik Indonesia Nomor 3373);
8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Negara Republik Indonesia Tahun
Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 5
Keuangan Daerah (Lembaran
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 4578);

h Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

emerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
omor 82, Tambahan

Peraturan Pemerinta

Propinsi dan P
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012  tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:

geraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun
K022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
abupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yvang bertugas pada Sekretariat,
Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan
Masvarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta Bidang
Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana
tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KEDUA - Pegawai Negeri  Sipil
KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban susuai dengan

Tupoksi masing-masing,
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamnan
pada tanggal : 04 Januan 2023
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Tembusan Kepade, Yth :

b. Bupali Pesisic Sclatan i Painan sebagat Laporan

2. Kepaly BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman
3. Inspekiur Kabupaten Pesisir Sclatsn

4. BPKPAD Kabupaten Pesisir Sclatan




LAMPIRAN . KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POU
PEMADAM KEBAKARAN RABUPATE eX PESISI
NOMOR . 332.1/11/ POL.PP & PK-PS /2023
TANGGAL . 04 Januari 2023 |
TENTANG : Penetapan Pegawai ?\‘-e_:e'-; Si;.v:.
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R SELATAN

Sekretariat. Bidang keteri “ Umum,

Perlindungan Masyarakat, Buwar

Daerah serta Bidang Pemadam m-. hakant

Pamong Praja dan Pemadam Nebaka

Selatan.
| | oaxGE / VGAN
NO | NAMA /NIP PANGKAT/GOLONG!
l - — —— ———
SEKRETARIAT
 Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
|| ASRIL, S. Sos, SH, M. 8i REp——
" 19651231 199403 1 062
’ !
2 HARRI YUSKA, S"q'p'_ m Penata Muda /1L a
* | NIP. 19860627 201407 1 003
3 DEDI KURNIAWAN = = Penata Muda /1L a
* | NIP. 19730720 200301 1 005
Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelapomn
E | EMILI ZOLLA, 8. A.P. Penata Muda TR, 1/T11. b
© | NIP. 19840614 201407 1 004 AR B
5] TONNI PUTRA Penata Muda /111 a
Ut | NIP. 19840614 201407 1 004

ARKAN FAISAL ADILLA, S. STP
@ v 19960118 201708 1001

NIP. 19750526 2007011005
Seksi. Ketertiban Umum dan Ketentraman Mns]mmht

AGUNG FRANS PATAR SIAGIAN, _'"

NIP. 19900519 202108 1 001
1 I MARVIANTO e
" NIP. 19721002 200604 1 006 Pengatur TK. 1/11
E 12, | RIRIYUSRIANDI T
_NIP. 19830123 201407 1 004 Pesigaitu/IL. ¢

10. | S.Tr.IP. Penata Muda /11

'.BIDAHG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH -
!. fehi- Pel‘l.lndtng—-Undnnm S S———

YULHARDI e

(NIP. 19740718 200604 1 006 Pengatur TK. 1/11
14, DEZIARTHABDI T
NIP. 19771216 200701 1 003
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; ['vngamlr TR. I/1

Seksi. Operasional, Pengendn.liun dan Pengamanan Objek Vital

Penata Muda Th. 1/1L b

ARDI o
Pengatur TK. 1/11. d
7| NIP. 19660312 200604 1 006 | VERERRE ‘
PAISAL ~—— 11 -
8- | NIP. 19760110 200212 1 010 PeRgRtar/iLs
g, [[TRALHGE Pengatur Muda TK. 1/1L. b
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| e | RAFESTHIA A, SAIRL SH ! £l Ani FORE
5N 19661210 toanis 1 008 e e
F-Fl YU THANTIO o L d
NP, Toao0721 200604 1 005 el T
| o | INDRA " Pengatur TH. 1711
T i 19720214 200604 1,008 e T
YUSRIL. 8 ' Pengstur/T. ¢ ,
(1 e, 19730304 200701 1 008 B s i — |
' ERKA FUTRA - Pengarur (11 © bl TR '
19| . 19780601 201407 1,003 ' =
| BIDANG PEMADAM KEBAKARAN - —
l' Seksl, Sarans dan Prasaruns Pemadam Hobakaran
: ) — Prorats
| | ARMAN ' Penata Muds/fa Pempdar
i'a‘“'- NI 19T00ENS 200604 1 005 | _Kebalkarnn
- | | = Prifinls
| HARPEN YUZAMEI | Penpatur TE. b 3 Pemadnm
!.H. NP, 197605 2 20604 1013 | e J kebakeran
1 ' d
Lon | KHAIRUDENN P TH. i/l d Femadnm
| H5 | MIP, 19760117 200604 1 006 | P B 1 Kebalaran
. oAt
‘ RACHPAT ; TE I/ d Pemddam
NIP. 19820723 200701 1 002 bl Kebalamin |
I ) Pranata |
i ALFIAN SYAMS! - Pengatar TH. 1/1L d Pemadam
| wip, 19700516 200604 1 D04 | - Kebmkcaran =
Beksi. Penangguinngan dan Penyclamstan Kebakamn
- T s Duita dan
BOY OF SUDARMAN, 8T | penata /I, ¢ A
g5 | : - Infortnasd —
NIP. 19691019 200701 1 004 Prisnata 1
i REYZA YOLANDA PUTEA Penata Muda/IL a Pemandam
(36 | Wi, 10780801 200501 1 D06 e o
o Pramenim
SATRIA PUTRA AD Pengatar TK. 111, d Pemnatam \
47| e, 19740204 200604 | 008 | Ketaknmn |
I— E ; Prvianin
ERIYANTO Pengatur TH, 111, 4 Prmadam
& | NP 19770703 200701 1 002 Kebakaran |
I Prafsain
ARREAN ]"EI'III‘III.II"TH. /i d Pemusdlam
(% | NP, 19700803 200604 1 005 f Kebmbaran |
a1 fol Fmnaia
WIRMAN Pengatur/IL. c Pemadam
30 | nip. 19790302 201001 1011 ’ wf Kebaksran |




